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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
  
A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas 
 
Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil 
atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas mengandung 
arti “keefektifan” (efectiveness) pengaruh/ efek keberhasilan, atau 
kemanjuran/ kemujaraban.
13
 Dengan kata lain maka efektifitas yang 
dimaksud dapat diartikan sebagai tolak ukur untuk mengukur seberapa jauh 
pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan 
menurut Mardiasmo pengertian dari efektifitas pada dasarnya berhubungan 
dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Menurut 
soekanto, ada empat indikator untuk mengukut efektifitas suatu peraturan, 
antara lain: pertama, dikembalikan pada hukum itu sendiri; kedua, para 
petugas yang menegakannya; ketiga, fasilitas yang mendukung pealaksanaan 
hukum; dan keempat, warga masyarakat yang terkena peraturan.
14
 Efektifitas 
penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum 
itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi 
tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam 
bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya 
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indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.
15
. jadi menurut penulis 
berdasarkan pendapat dari Damang untuk mencapai sebuah kata efektif 
pentingnya peranan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan suatu 
sanksi agar hukum tersebut berjalan dengan semestinya, karena sebuah 
peraturan dan aparat penegak hukum tidak bisa saling dipisahkan antara satu 
dan lainya. 
B. Tinjauan Umum Tentang Profesi Advokat 
 Akar kata advokat apabila didasarkan pada Kamus Latin-
Indonesia, dalam kata lain, yaitu advocatus, yang berati antara lain yang 
membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. 
Sedangkan, menurut Black’s Law Dictionary, kata advokat juga berasal 
darikata latin, yaitu advocare, suatu kata kerja yang berarti to defend, to 
call ones’s aid, to vouch to warrant.16 
 
Melihat pengertian dari kata advokat di atas penulis dapat menyimpulkan 
bahwasanya advokat adalah seorang yang membantu orang yang sedang 
berada pada suatu masalah hukum di dalam maupun diluar pengadilan untuk 
menyelesaikan perkara orang tersebut dihadapan hukum.  
Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan 
pada masa itu jumlah advokat masih terbatas, advokat hanya dtemukan di 
kota-kota yang memiliki landraad (pengadilan negeri) dan raad van justitie 
(dewan pengadilan).  Para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat 
yang disebut Balie van Advocaten. Dari penelusuran sejarah, wadah advokat 
di Indonesia baru terbentuk tepatnya pada tanggal 4 Maret 1963, di Jakarta 
wadah advokat tersebut adalah PAI (Persatuan Advokat Indonesia).
17
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berdasarkan sejarah, maka dapat ditarik kesimpulan selain daerah yang 
memiliki pengadilan negeri dan dewan pengadilan dapat di katakan sangat 
minim bahkan tidak ada advokat. Seiring berkembangnya zaman, khususnya 
negara Indonesia mulai tumbuh organisasi advokat di berbagai daerah yang di 
awali oleh organisasi PAI (Persatuan Advokat Indonesia), yang kemudian 
terbentuk beberapa organisasi-organisasi baru, setelah terbentuk beberapa 
organisasi-organisasi advokat membentuk (KKAI) Komite Kerja Advokat 
Indonesia pada tanggal 11 Februari 2002 yang di deklarasi oleh : 
1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN); 
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); 
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI); 
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI); 
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI); 
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); 
7. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM).  
Menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Ishaq 
dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Keadvokatan menjelaskan bahwa 
Penasihat hukum ialah mereka yang pekerjaannya (job) atau mereka 
yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan hukum, 
bantuan hukum, serta nasihat hukum kepada pencari keadilan baik 
yang memalui pengadilan negeri, pengadilan agama, atau panitia 
penyelesaian perburuhan maupun di luar pengadilan.
18
 
 
Karena pada hakikatnya setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-
beda mengenai pengertian advokat, namun pada intinya memiliki satu arti 
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yang sama yaitu advokat adalah suatu profesi yang membantu seseorang di 
hadapan pengadilan ataupun di luar pengadilan untuk menyelesaikan masalah 
hukum yang sedang di hadapinya. Profesi advokat adalah selaku penegak 
hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainya. Seperti yang di 
jelaskan di dalam pembukaan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia. Dengan 
begitu profesi advokat dapat dikatakan sejajar dengan polisi, jaksa, dan 
hakim. Selain itu advokat juga berdiri sendiri, hanya saja advokat di sumpah 
oleh Mahkamah Agung. 
Profesi advokat adalah salah satu profesi yang dapat disebut dengan 
profesi yang mandiri karena profesi advokat itu sendiri tidak terikat dengan 
badan dinas nasional, walaupun secara nyata advokat diangkat oleh 
Mahkamah Agung akan tetapi advokat berdiri sendiri. Pengertian advokat itu 
sendiri telah di jelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 Tentang Advokat “Advokat adalah orang yang berprofesi 
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang 
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang¬Undang ini”, 
kemudian juga di jelaskan dalam Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat 
Indonesia “Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, 
baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan 
berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, 
Penasehat hukum, Pengacara praktek ataupun Konsultan hukum”. 
Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang dan kode etik dapat 
disimpulkan bahwa advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa 
18 
 
 
 
hukum atau bantuan hukum, di dalam maupun diluar pengadilan sebagaimana 
telah ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi syarat yang telah 
ditentukan. Secara singkat Profesi advokat itu  sendiri adalah salah satu 
profesi yang terhormat (officium nobile) yang dimana pada saat advokat 
tersebut dalam menjalankan tugasya, advokat  tersebut dilindungi oleh hukum 
dan dimana advokat juga secara disadari di tuntut untuk memiliki kepribagain 
yang jujur, terbuka, menjaga kerahasiaan kliennya dan terbuka dengan 
kliennya. Kemudian advokat juga memiliki posisi yang sejajar dengan 
penegak hukum lainya, pendapat dari penulis telah sesuai dengan  apa yang 
telah di jelaskan  dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia dalam 
paragrap satu yang menjelaskan : 
“bahwa advokat adalah profesi terhormat (officium nobile) yang dalam 
menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-
undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarakan kepada 
kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada 
Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan”. 
 
Kemudian dalam paragraph dua menjelaskan “bahwa profesi advokat adalah 
selaku penegakan hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum 
lainyya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai Antara 
teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya”.  
Istilah penasehat hukum merupakan istilah lama yang mana 
menurut Luhut M. P. Pangaribuan S. H. mengandung kelemahan yang 
sifatnya mendasar, pertama istilah penasehat secara denotatif maupun 
konotatif bermakna pasif, kedua secara normative sebagaimana diatur 
dalam RO seorang Advocat en procureur dapat bertindak baik secra 
pasif maupun aktif dalam mengurus perkara yang dikuasakan 
kepadanya.
19
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Advokat, secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin 
yaitu advocare, yang artinya to defend, to call to one‟said to vouch or 
warrant maksudnya untuk pembelaan, memanggil seseorang untuk 
dimintai bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan. Sedangkan 
dalam bahasa Inggris advocate berarti: to speak in favour of or depend 
by argument, to support, indicate, or recommended publicly.
20
  
 
Bedasarkan pengertian secara etimologi advokat adalah seseorang 
yang ditunjuk untuk melakukan penuntutan dan memberikan jaminan kepada 
kliennya dalam persidangan maupun diluar persidangan. Secara terminologis 
(istilah), advokat banyak didefinisikan oleh ahli hukum. Yudha Pandu 
berpendapat bahwa advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk 
melakukan tindakan sesuai kuasa yang diberikan untuk berpendapat 
melakukan pembelaan dan penuntutan dalam persidangan.
21
 Dapat 
disimpulkan dari pengertian yang telah dijelaskan oleh Yudha Pandu 
sebagaimana kutipan diatas adalah advokat mewakili kliennya untuk 
melakukan penuntutan dan pembelaan dalam persidangan sesuai dengan apa 
yang telah di perintahkan oleh kliennya yang sedang dalam masalah hukum.  
Dalam rangka membela klienya, seorang advokat harus memegang 
teguh prinsip equality before the law dan asas praduga tak bersalah” 
(Presumtion of innocence), agar di dalam pembelaan dan tugasnya sehari-hari 
ia berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif, persamaan di 
depan hukum kita ketahui di jamin dalam universal declaration of human 
rights, khususnya pasal 6 dan pasal 7 yaitu : 
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Pasal 6 
Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di 
mana saja ia berada. 
Pasal 7 
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan 
hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan 
yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan 
dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada 
diskriminasi semacam itu.
22
 
  
kemudian di jelaskan pula di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
23
  
Pasal 27 Ayat 1 “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya” Jadi saat membela kliennya maka seorang 
advokat dituntut untuk memegang teguh prinsip yang persamaan di depan 
hukum dan asas praduga tak bersalah. Agar pada saat advokat tersebut 
membela klienya sesuai dengan pengertian dari advkat itu sendiri.  
Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 
advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan, konsultasi 
Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi semua orang yang 
berprofesi sebagai memberikan konsultasi atau bantuan bantuan hukum 
berupa apapun baik di dalam maupun diluar pengadilan disebut sebagai 
advokat.  
Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat 
menyebutkan dalam hal menimbang huruf b “bahwa kekuasaan 
kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh luar, 
memerlukan profesi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan 
bertanggungjawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, 
adil, memiliki kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam 
menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”. 
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Advokat sebagai profesi yang juga penegak hukum mempunyai 
beberapa ciri-ciri khas sehingga menjadi faktor pembeda dengan pekerjaan 
lain, yaitu: pertama, advokat sebagai profesi adalah keahlian (expertise) yang 
diamalkan di tengah-tengah masyarakat secara bebas. Sebagai keahlian harus 
dapat diukur secara konseptual dan perundang-undangan yang merupakan 
otoritas komunitas (organisasi) advokat. Oleh karena itu, bila ada yang 
mengatakan dirinya sendiri telah ahli di bidang tertentu hanya dengan 
pernyataan dan/atau iklan di koran maka hal itu bertentangan dengan hakikat 
profesi bahkan lebih jauh perbuatan seperti itu merupakan penyesatan publik.  
Dalam keadaan demikian organisasi advokat harus secara proaktif bertindak.  
Kedua, kebebasan advokat dalam mengamalkan keahliannya bukan 
tanpa batas. Kebebasan advokat dalam berpraktik dibatasi oleh kode etik. 
Dalam kode etik termasuk di dalamnya standar baku pelayanan. Misalnya, 
bagaimana prosedur pembuatan legal opinion dan bentuk penyajiannya, 
bagaimana prosedur pembuatan gugatan, pledoi, memori-memori dalam 
upaya hukum. Oleh karena itu, kode etik harus terus menerus diperbaharui 
dan ditegakkan sesuai dengan perkembangan profesi itu sendiri. Bila kode 
etik tidak pernah diperbaharui maka artinya profesi itu telah ”mati”. Bahkan 
mungkin profesi itu telah terdegradasi sebagai ”tukang” belaka yang tidak ada 
bedanya dengan orang-orang yang bekerja di terminal.    
Ketiga, kode etik disusun dan dikembangkan dalam komunitas  
profesi itu sendiri secara terbuka. Dilihat dari sudut pengorganisasian 
seharusnya struktur organisasi senantiasa dapat dibedakan menjadi bagian-
22 
 
 
 
bagian yang mengurusi soal-soal administratif, dan komunitas yang 
mengurusi soal-soal keahlian dan pengembangan keahlian itu sendiri.  
Artinya di dalam organisasi harus ada komunitas-komunitas keahlian, seperti 
Konsultan Hukum Pasar Modal, dan seterusnya.
24
  
Salah satu persyaratan untuk menjadi calon seorang advokat 
dijelaskan dalam pasal 2 jo pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 
Tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut : 
1) Warga negara Republik Indonesia; 
2) Bertempat tinggal di Indonesia; 
3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipi atau pejabat negara; 
4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 
5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); 
6) Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat; 
7) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada 
kantor advokat; 
8) Tidak pernah dipidana arena masalah tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
9) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai 
integritas yang  tinggi. 
 Dijelaskan pula dalam kode etik Berdasarkan pasal 3 huruf a  
 Kode Etik Advokat Indonesia Advokat yang menyebutkan bahwa 
Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum 
kepada setiap orang yang memberikan jasa dan atau bantuan hukum 
dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan 
bertantangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan 
alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis 
kelamin, keyakinan politikdan kedudukan sosialnya.  
 
C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi Advokat 
Pengertian Etika menururt beberapa ahli WJS. Poerwadarminta 
dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa etika 
adalah : ilmu pengetahuan tantang asas-asas akhlak (moral), menurut 
Verkuyl, perkataan etika berasal dari perkataan “ethos” sehingga 
muncul kata-kata ethika, Jemes J. Sipillane SJ mengungkapkan bahwa 
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etika atau ethics memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku 
manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau 
menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objeektivitas 
untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku 
seseorang terhadap orang lain.
25
  
 
Melihat dari pengertian etika dari beberapa ahli hukum diatas penulis 
dapat menyimpulkan bahwa etika adalah suatu tingkah laku yang baik atau 
buruknya seseorang terhadap orang lain. Menurut Habeyeb yang di kutip oleh 
Supriadi dalam bukunya yang berjudul Etika & Tanggung Jawab Profesi 
Hukum di Indonesia menjelaskan bahwa profesi adalah pekerjaan dengan 
keahlian khusus sebagai mata pencarian, dalam suatu profesi harus memuat 
beberapa ciri agar dapat dikatakan profesi yang luhur dan baik, maka Liliana 
Tedjosaputro  yang di kutip oleh Supriadi dalam bukunya yang berjudul Etika 
& Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia menjelaskan bahwa untuk 
melaksanakan profesi yang luhur secara baik, di tuntut moralitas yang tinggi 
dari pelakunya, tiga ciri moralitas yang tinggi adalah (1) berani berbuat 
dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesinya; (2) sadar 
akan kewajibannya; (3) memiliki idealisme yang tinggi.
26
 Pengertian kata 
“kode” berasal dari Bahasa Latin codex, yang antara lain berarti “buku, buku 
kas, kumpulan undang-undang, dalam kamus Perancis-Indonesia, terdapat 
kata code, yang berati “kitab undang-undang, undang-undang peraturan.”27 
Pengertian moral dalam kamus besar bahasa indonesia, kata “moral” 
memiliki arti ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai 
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perbuatan, sikap kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila. Beranjak dari 
pengertan moral, pada prinsipnya moral merupakan apat penuntun, pedoman 
sekaligus taat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan 
manusia. Penulis menyimpulkan dari pendapat di atas berdasarkan pengertian 
etika dan moral dapat disimpulkan bahwa etika dan moral kurang lebih 
memiliki pengertian yang sama namun ada sedikit perbedaan di antara 
pengertian etika dan moral yaitu dalam pelaksanaannya tentang penilaian baik 
dan buruknya sikap ata perilaku seseorang, maka apabila dihubungkan 
dengan profesi advokat yang baik, seharusnya advokat yang memiliki etika 
baik maka juga harus memiliki moral yang baik pula. Sejatinya dalam kode 
etik profsi advokat di bentuk untuk mengatur tentang sikap maupun perilaku 
advokat dalam melakukan profesinya dengan begitu advokat, maka seorang 
advokat wajib untuk mematuhi apa yang telah diatur dalam kode etik 
tersebut. pada dasarnya Kode Etik Advokat Indonesia di bentuk oleh 7 
Organisasi.  
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Kode Etik 
Advokat sebagai sebuah lembaga atau institusi yang memberikan 
pelayanan hukum kepada klien, dapat saja diberikan tindakan apabila tidak 
sungguh-sungguh menjalankan profesinya tersebut, hal ini sesuai dengan 
ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan 
bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan-alasan : 
1) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; 
2) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau 
rekan profesinya; 
25 
 
 
 
3) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan 
pernyataan yang menunjukan sikap tidak hormat terhadap hukum, 
peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; 
4) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, 
kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; 
5) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 
dan atau perbuatan tercela; 
6) Melanggar sumpah/janji advokat dan/ atau kode etik profesi 
advokat.
28
  
 
Kemudian di dalam Pasal 6 menetapkan pula  alasan-alasan yang 
dapat menyebabkan seorang advokat dikenakan tindakan misalnya 
menelantarkan kliennya, berbuat tidak patut terhadap lawan atau rekan 
seprofesi, bertingkah laku atau bersikap tidak hormat terhadap hukum, 
peraturan perundang-undanga atau pengadilan. Advokat juga akan di tindak 
bila ia melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan 
atau perbuatan tercela, atau melangar sumpah/janji advokat dan/atau kode 
etik profesi advokat. Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, pasal 7 ayat (1) 
sudah menetapkan sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu teguran lisan, teguran 
tertulis, pemberhentian sementara antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan 
atau pemberhentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat.
29
  
Mencerna dari kutipan diatas,  pada intinya apabila seorang advokat 
dengan sengaja melanggar hal-hal yang telah di tentukan di dalam undang-
undang maupun di dalam kode etik sehingga merusak citra dan martabat 
kehormatan advokat dari profesi seorang advokat maka secara tegas advokat 
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tersebut akan mendapatkan sanksi yang sebagaimana juga telah dijelaskan 
dalam Undang-undang dan kode etik advokat. 
hukuman yang di jatuhkan kepada advokat karena tindakan hukum 
advokat dalam menjalankan pekerjaannya dalam bidang litigasi maupun non-
litigasi yang meliputi: 
1) Pendampingan klien di kepolisian dalam rangka penyidikan; 
2) Mendampingi klien di kejaksaan dalam rangka penyelidika/ 
penyelidikan tambahan; 
3) Mewakili atau mendampingi klien di pengadilan baik untuk pengadilan 
pidana maupun perkara perdata; 
4) Mewakili klien dalam penyelesaian masalah diluar pengadilan; 
5) Memberikan pendapat hukum (legal opinion) 
6) Memberikan pelayanan hukum (legal service) 
7) Memberikan nasihat hukum (legal advice) sebagai penasihat hukum 
(legal adviser); 
8) Mempersiapkan penyusunan kontrak (legal drafting); 
9) Memberikan informasi hukum; 
10) Membela dan melindungi hak asasi manusia; 
11) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (pro bono) kepada 
masyarakat yang tidak mampu dan lemah (legal aid). 
 
E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi   
 
Sanksi pidana adalah reaksi delik yang banyak berwujud suatu nestapa 
yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Di rumuskan 
pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 
dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar 
undang-undang hukum pidana.  
Di dalam bukunya Loebby Loqman, kata sanksi berasal dari 
bahasa Latin “sanction” yang berkaitan dengan kata kerja “sancire”. Arti 
asal kata “sancire” adalah hal-hal keramat atau suci yang mengakibatkan 
sesuatu yang dilindungi oleh dewa-dewa sehingga tidak boleh 
dicemarkan (sancrosanct). Di dalam perkembangannya, maka kata 
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tersebut diberi arti sesuatu yang dilarang, yang apabila dilanggar akan 
dikenakan hukuman.
30
 
Sanksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah : tanggungan 
(tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati 
perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, 
perkumpulan dan sebagainya).
31
 Dengan kata lain menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi adalah sebuah tanggungan yang sejatnya 
memaksa seseorang untuk dipaksa menepati ketentuan yang telah di tetapkan. 
Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi paksaan (koersif) 
masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu 
masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu 
bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, 
dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga 
tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan 
kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang 
melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila 
dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma 
yang lainnya.
32
 Menurut pengertian dari Hans Kelsen diatas sanksi adalah 
sebuah reaksi dari sebuah paksaan masyarakat atas perbuatan yang telah di 
lakukan seseorang yang telah membuat masyarakat merasa terganggu 
kehidupannya, kemudian Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa adanya 
paksaan terhadap tingkah laku seseorang tersebut dalam esesnsinya, jadi mau 
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tidak mau Hans Kelsen menjelaskan bahwa pada intinya apabila seseorang 
berbuat kesalahan haruslah mendapatkan sanksi sebagai dari balasan atas 
wujud perbuatan yang telah dilakukannya terhadap orang lain. Sanksi pidana 
atau sering disebut pidana saja  (yang selanjutnya disebut pidana) merupakan 
istilah yang lebih khusus dari istilah hukuman. Hukum adalah suatu istilah 
yang luas sehingga sulit untuk didefinisikan pernyataan berikut 
menyampaikan beberapa makna yang terkait dengan istilah tersebut:  
1) Hukum berarti aturan perilaku sipil, yaitu perintah apa yang benar dan 
melarang apa yang salah.  
2) Hukum merupakan aturan bagi individu dan masyarakat beradap hidup 
dan mempertahankan hubungan satu sama lain. Ini mencakup semua 
pengundang legeslatif dan kontrol didirikan tindakan manusia. 
 Maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 
menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Agar memberikan 
gambaran yang lebih luas, berikut dikemukakan beberapa difinisi atau 
pendapat dari para sarjana sebagai berikut :  
1) Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang 
dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
33
  
2) Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
34
   
 Berdasarkan kedua definisi di atas dapatlah dinyatakan, bahwa pidana 
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:  
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1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;  
2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (yang berwenang);  
3) Pidana dikenakan kepada sesorang yang telah melakukan tindak 
pidana menurut undang-undang.  
Selain ketiga unsur di atas, pidana harus juga merupakan pernyataan 
pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan unsur pencelaan ini 
dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana (punishment) 
dengan tindakan perlakuan perlakuan (treatment). “Concept of punishment 
bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu: (a) pidana ditujukan pada 
pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan; dan (b) pidana itu 
merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku”.  
Dengan demikian perbedaan antara punishment dengan treatment 
tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama, yaitu “penderitaan”, tetapi 
harus didasarkan pada ada tidaknya “pencelaan” sebagai unsur kedua. 
Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya 
adalah suatu penderitaan atau nestapa. Hakekat dari pidana itu sendiri adalah 
menyerukan untuk tertib. Pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan, 
yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik atau 
perbaikan hubungan yang dirusak antar sesama manusia.  
Ada yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana 
merupakan suatu pencelaan atau suatu penjeraan atau merupakan suatu 
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penderitaan. Ketidak setujuan ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa 
sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum 
yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan 
tersangka oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Keseluruhan proses pidana itu 
sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan 
suatu pidana. 
Bertolak dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa pidana 
mengandung dua arti. Pertama dalam arti luas, adalah keseluruhan proses 
pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan). 
Kedua, dalam arti sempit adalah pengenaan penderitaan dan pencelaan 
kepada pelaku tindak pidana. 
Melihat beberapa pengertian yang telah di jelaskan dapat di tarik 
kesimpulan bahwasanya Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, 
sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena 
akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman 
lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang 
bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau 
pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau 
membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan 
suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, 
namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman 
dari kebebasan manusia itu sendiri. Sifat dari sanksi itu sendiri memiliki sifat 
memaksa semua untuk mematuhinya dan mengikat bagi semua orang, yang 
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telah melanggarnya. Apabila dilihat dari tujuannya, sanksi menurut Loebby 
Loqman, adalah untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan 
aturan-aturan hokum, menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damau 
yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana, yang lazimnya disebut 
penyelesaian konflik.
35
 Dapat ditaik kesimpulan bahwasanya kata sanksi 
pidana dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat aturan, norma, 
ketentuan, kebiasaan atau perikatan sehingga tidak boleh dilanggar, dengan 
adanya sanksi tersebut, maka suatu norma akan berlaku sedemikian rupa, 
sehingga mereka yang diatur oleh norma tersebut akan terdorong untuk 
berperilaku sesuai dengan kaidah yang berlaku baginya. Sehingga diharapkan 
sanksi merpakan suatu upaya untuk dapat memperkuat norma, dan dapat 
dilaksanakan 
a. Macam-macam sanksi 
Macam-macam sanksi dalam hukum itu sendiri ada 3 (tiga) yaitu 
sanksi pidana, sanksi perdata dan sanki administratif. Menurut “Black's 
Law Dictionary Seventh Edition”, sanksi (sanction) adalah: “A penalty 
or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, 
or order (a sanction for discovery abuse)” 
Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis 
sanksi hukum yaitu: 
1. sanksi hukum pidana 
2. sanksi hukum perdata 
3. sanksi administrasi/administratif 
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Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. 
Soesilo, hukuman adalah:“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 
dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar 
undang-undang hukum pidana” 
Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 
1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi: 
1. hukuman mati 
2. hukuman penjara 
3. hukuman kurungan 
4. hukuman denda 
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi: 
a) pencabutan beberapa hak yang tertentu 
b) perampasan barang yang tertentu 
c) pengumuman keputusan hakim 
Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat 
berupa: 
1. putusan condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum 
pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). 
Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, 
pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara; 
2. putusan declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan 
suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya 
bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum 
semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa 
penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa; 
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3. putusan constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu 
keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: 
putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan. 
Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa: 
1. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban); 
2. hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya 
suatu keadaan hukum baru. 
 Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah 
sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan 
undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi 
administrasi/administratif berupa; 
1. denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008), 
2. pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya 
yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009), 
3. penghentian sementara pelayanan 
administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang 
diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 
2008), 
4. tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan 
KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008).
36
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b. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 
Advokat 
Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan 
bahwa : 
(1)   Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:  
a. teguran lisan;  
b. teguran tertulis;  
c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) 
sampai 12 (dua belas) bulan;  
d. pemberhentian tetap dari profesinya.  
(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat 
dikenakan tindakan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi 
Advokat.  
(3)  Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), kepada yang  bersangkutan diberikan kesempatan untuk 
melakukan pembelaan diri. 
 
c. Sanksi dalam Kode Etik Advokat Indonesia. 
Sebagaimana telah di jelaskan di dalam pasal 16 Kode Etik Profesi 
Advokat maka sebagai berikut bunyi dari sanksinya : 
1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:  
a. Peringatan biasa.  
b. Peringatan keras.  
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.  
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.  
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran 
Kode Etik Advokatdapat dikenakan sanksi:  
a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak 
berat.  
b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau 
karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau 
tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah 
diberikan.  
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana 
sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak 
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menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah 
mendapat sanksi berupa peringatan keras masih 
mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.  
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana
dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan
tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi
Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang
mulia dan terhormat
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar
maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara
untuk waktu  tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan
organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk
diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.
